BAB I11
KEWARISAN TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH PASCA- PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/ 2010

A. Sekilas Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negaatand sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegakgasean kehakiman
bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Pasal 24 Ayad&ng-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tal®45) menyatakan,
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkaAgimg dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkunganadilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilaliteni lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kisnstit

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstibesupakan salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman selain MahkamahngAgiKekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukyehe@ggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadiBangan demikian, Mahkamah
Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebajzang kekuasaan yudikatif,
yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menj&adwenangannya

berdasarkan ketentuan UUD 1945.

! Jimly AsshiddigieProfil Singkat Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi,
2007, hal. 3.
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Berdasarkan Pasal 24C Ayat 1 UUD RI Tahun 1945 yditegaskan
kembali dalam pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengabU 24/2003,
Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaiuiefik

a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yangnkegannya

diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
B. Kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstituss Nomor
46/ PUU-VI11/ 2010

Dalam hal kewarisan terhadap anak diluar nikah f&utuMahkamah
Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, Perkawinan mueut Pasal 1 UU 1/1974
adalah “ikatan lahir batin antara seorang priagdanseorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (huraagga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkengenai syarat
sahnya perkawinan Pasal 2 UU 1/1974 menyatakawdyadyat 1 “Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masiaging agamanya dan
kepercayaannya itu”. Sementara ayat 2 menyatakiéap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yentakia”.

Keberadaan Pasal 2 ayat 2 UU 1/ 1974 menimbulkabigamas bagi

pemaknaan Pasal 2 ayat 1 UU 1/1974 karena pentayategy dimaksud oleh

2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Surabaya: PT Pustaka Agung
Harapan, hal 74-75.
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Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang a quo tidak ditegaspakah sekadar pencatatan
secara administratif yang tidak berpengaruh teqhadgah atau tidaknya

perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agamakepercayaan masing-
masing, ataukah pencatatan tersebut berpengarbbhdtgr sah atau tidaknya
perkawinan yang dilakukan.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam saatu@n
perundang-undangan yang sama, memiliki potensiukustling melemahkan
bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potengigsateniadakan terjadi antara
Pasal 2 ayat 1 dengan Pasal 2 ayat 2 UU 1/1974l Raayat 1 yang pada
pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sahdjliekiukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyaighalangi dan sebaliknya
juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat 2)y@ada pokoknya mengatur
bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatammujika telah dicatat oleh
instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat 2 UU 1/1974 dimaknai sebagai giaten secara
administratif yang tidak berpengaruh terhadap stdu didak sahnya suatu
pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangagateUUD 1945 karena tidak
terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan.rusetengan itu, kata
“perkawinan” dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undarmgua juga akan dimaknai
sebagai perkawinan yang sah secara Islam atauwiegda menurut rukun nikah
yang lima.

Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologistatgn lembaga

perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan nmenagama dan
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kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsungami@ terpenuhinya hak-hak
keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yaabirtan dari perkawinan
tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adadsyiarakat diserahkan
sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadarasyarakat tanpa
dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang meknkekuatan pemaksa.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perliraturmgegara kepada
pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk memddmi kecenderungan dari
inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercagaara sempurna atau utuh
pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agam&egsercayaan tersebut.

Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukamk menghindari
penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dadéakawinan secara
sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perayisementara kehidupan
rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengemtperkawinan dimaksud.
Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalamah tangga, fenomena
kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idamlain), dan lain
sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistesiseénapan tujuan perkawinan
secara utuh. Esensi pencatatan, selain demi tadihinistrasi, adalah untuk
melindungi wanita dan anak-anak.

Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat didataksetidaknya
dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah danmm@lindungi, wanita dan
anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan seaak bertanggung jawab.
Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadaptawdan anak-anak dari

penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengametapkan syarat agar
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rencana perkawinan yang potensial menimbulkan k&mudapat dihindari dan
ditolak. Negara mengatur (mengundangkan) syaratsyaerkawinan sebagai
upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepmaoaydalam hukum
perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh @egayang
pemenuhannya menjadi syarat pencatatan nikah gekadiyarat terbitnya Akta
Nikah, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomdrahun 1974 tentang
Perkawinan dan peraturan perundang-undangan laiyays terkait dengan
perkawinan dan administrasi kependudukan. Saya alsgh adanya upaya
sinkronisasi peraturan perundang-undangan yangaib@nkdengan agama atau
kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengeediawinan dan
administrasi kependudukan.

Penulis berharap adanya upaya sinkronisasi hukum p@raturan
perundang undangan yang berkaitan dengan perkawmerurut agama dan
kepercayaannya dan masalah yang menyangkut admagnistependudukan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, moktidak selalu dapat
dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembaatRada kenyataannya,
hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawiygng mengabaikan UU
1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perdawnenurut ajaran agama
dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan ssdwakum agama atau
kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU7%1#ang tentunya juga

tidak dicatatkan, negara akan mengalami Kkesulitaaland memberikan
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perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak avaetbagai istri dan hak-hak
anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinageteut.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) /UQF4l yang
menyatakan,“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurutrajpgan perundang-
undangan yang berlaku”, adalah bertentangan ddPgsal 28B ayat (1) dan ayat
(2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Saya meRi&sal 2 ayat (2) UU 1/1974
tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUI® k@rena Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatataskipon faktanya
menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawiganun ketiadaannya
tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendirinyig&aan ini dapat terlihat
adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinamahdess sejumlah pasangan
yang telah lama melaksanakan perkawinan tetag taatatkan.

Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28yBt 2 dan Pasal 28 D
ayat(1l) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya P&salat 2 UU 1/1974 yang
mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungatadap hak anak
sebagaimana diatur oleh Pasal 28 B ayat 2 dan P@Bahyat 1 UUD 1945, justru
akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawiatatkan sehingga dengan
mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yaemitiki kewajiban terhadap
anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimesgl yang dimaksudkan
untuk memberikan jaminan atas status dan akibatrhuari suatu peristiwa
hukum seperti juga pencatatan tentang kelahirarkearatian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut sawk tatla kerugian

konstitusional yang dialami para Pemohon sebaghatkeberadaan Pasal 2 ayat
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2 UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkabagai syarat mutlak bagi
sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugdiélarkonstitusional Pemohon
I. Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari umgukkan adanya pluralism
hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalambungan
keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukummaagatau secara utuh
berpegang pada hukum nasional, maupun mendasavkandan keperdataannya
kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum miudidan secara tegas
dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangi@mgan cita-cita Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai implikasi ghlsme hukum, memang
tidak dapat dihindari terjadinya friksi-friksi, balyang sederhana maupun yang
kompleks, terkait praktek-praktek hukum nasionakum agama, maupun hukum
adat dimaksud.

Dengan semangat menghindarkan adanya friksi-fdésiefek negatif dari
friksi-friksi dimaksud, Negara menghadirkan hukunmasional (peraturan
perundang-undangan) yang berusaha menjadi payugg pbharalism hukum.
Tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebumlumy yang mengayomi
pluralisme hukum, di satu sisi harus menyelaras&sir bagi pelaksanaan hukum
agama maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacamendapatkan
pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, gahgan Pasal 28J ayat 2
UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam ata@kan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada giesdn yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-makametjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orangldai untuk memenuhi
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tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan morddi-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyatekekratis.?

Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak petdperkawinan
yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau &ggenc yaitu berpegang
pada syarat-syarat sahnya perkawinan menurut aggama atau kepercayaan
tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan gaebbentuk jaminan
kepastian hukum dari negara atas akibat dari spatkawinan. Kenyataan ini
dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebaggidan anak-anak yang lahir
dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindangrhadap wanita dan anak-
anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdagditedaan kerugian akibat
perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 sdsir subjek hukumnya,
yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (iKilaat bagi anak-anak yang lahir dari
perkawinan dimaksud.

Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan rgetindak dapat
dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, kareoeman agama atau
kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transealdgahg bersifat privat,
yaitu hubungan antara manusia dengan penciptamg@ngkan norma hukum,
dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yabgal oleh negara sebagai
perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) denggaranesehingga dapat

dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah).

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Surabaya: CV Pustaka Agung
Harapan, hal. 106.
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Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didaesh pada UU
1/1974, bagi wanita (istri) sangat beragam, tesghienarnya yang terpenting
adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan &tak. Di sinilah titik
krusial UU 1/1974 terutama pengaturan mengenaigiatan perkawinan. Dalam
konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan ohelgara (Pemerintah)
terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, terutami@ati&p wanita sebagai istri,
hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukarasgesadar sesuai dengan UU
1/1974, yang salah satu syaratnya adalah perkawlitetukan dengan dicatatkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yalaggb&asal 2 UU 1/1974.
Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yalaxsiinakan tanpa dicatatkan,
negara tidak dapat memberikan perlindungan mengeaais perkawinan, harta
gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dsebuah perkawinan, karena
untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harimuktikan terlebih dahulu
adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan swyamn

Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 jagmiliki potensi
untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawitexsebut. Potensi kerugian
bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hgéa anak dengan bapak
kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mergdkan tidak dapat
dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk meyabigebutuhan hidup anak
dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dataasyarakat yang masih
berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tiaded, pengertian keluarga
selalu merujuk pada pengertian keluarga batih &&uarga elementer, yaitu

suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, darkdanak-anak). Keberadaan anak
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dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan wurk®luarga batih atau tidak
memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan ipemkan stigma negative
dimasyarakat, misalnya, sebagai anak haram.

Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi,asitama kerugian
secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapagalicdengan tetap mengakui
hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari petisperaturan perundang-
undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak ksgbah-sebab tertentu yang
sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anaksabgkutan, dapat
dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminaBbtensi kerugian tersebut
dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) U973/ yang menyatakan,
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memgai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan |Paaaquo menutup
kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keéatran dengan bapak
kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawiyang tidak dicatatkan atau
perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU 14]19@étapi tidaklah pada
tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugeamg ditimbulkan oleh
tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jikagdjap sebagai sebuah sanksi,
hukum negara maupun hukum agama, dalam hal ini agslam tidak mengenal
konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibd@kan yang dilakukan oleh
kedua orang tuanya, atau yang dikenal denganhistilasa turunan”. Dengan kata
lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang ditalakan tidak sesuai dengan

UU 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan waniyang melakukan

51



perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditamggoleh anak yang dilahirkan
dalam perkawinan tersebut.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi me-review keten Pasal 43 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbleryak yang dilahirkan
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungardgiar dengan ibunya dan
keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan aiad perkawinan mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keludrgaya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berkasaillmu pengetahuan dan
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukummpanyai hubungan darah,
termasuk hubngan perdata dengan keluarga ayafinya.”

Dengan demikian, menurut penulis, pemenuhan hak-dwaék yang
terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari gab idaknya perkawinan tersebut
menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kesaag tua kandung atau
kedua orang tua biologisnya.

. Landasan hukum Kewarisan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah
Konstitust Nomor 46/ PUU-VII1/ 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/20b@rupakan uji
materil terhadap Pasal 43 Undang-Undang No 1 TaBud Tentang Perkawinan.
Keluarnya putusan ini atas permohonan yang diajukleh Aisyah (Machica
Mokhtar) yang dinikahi siri oleh Moerdiono, meskipmereka menikah secara

siri (tidak dicatatkan dilembaga negara), namunekermenikah secara sah

4 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIDAR, hal. 37.
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menurut ajaran Islam. Oleh Karena itu pasangan Madiokhtar tidak dapat
dikelompokan sebagai pasangan yang melakukan parzin

Pada dasarnya pokok isi permohonan si pemohon hadalaliputi
Pengujian konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) UL8T4 dan pasal 43 ayat (1) UU
1/1974. Mengenai permasalahan tersebut, penjelasarm UU 1/1974 ialah
“bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dikakenurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaan itu dan disampingap-tiap perkawinan
harus dicatat menurut peraturan perundang-undaggag berlaku. Pencatatan
tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya denganapsan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kalahitkematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu yektg juga dimuat dalam
daftar pencatatan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahyutj yaenjabat
sepagai hakim di Pengadilan Agama kota Semarangwéaahnya ketika
Kewarisan Terhadap Anak Di luar nikah Paska Putwhkdmah Konstitusi
nomor 46/ UUP-VIII/ 2010, anak bias mendapatkankak waris apabila ada
pengulangan nikah, dan harus dicatatkan secaraaagam Negard.Adapun
Bapak Drs. Ahmad Darodji, MA. Berpendapat tentangald Di Luar Nikah
Paska-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/UUPE0N0 yang
menyatakan anak luar nikah memiliki hak sama sepedk dari nikah yang sah,

juga harus melihat efeknya, karena bisa disalalalkamuntuk legalitas perzinaan.

® Wawancara dengan bapak Wahyudi, senin 30 jur# 201
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Untuk aplikasinya dalam kehidupan masyarakat patug& ini harus dikaji
ulang®

Mahkamah Konstitus juga berpendapat bahwa berdasaplenjelasan
undang-undang 1/1974 diatas dapat diambil poin bahi{d) pencatatan
perkawinan bukanlah merupakan factor yang menentsanya perkawinan, (2)
pencatatan merupakan kewajiban administratif sajegydiwajibkan berdasarkan
peraturan perundang-undandablamun yang sebenarnya menentukan sahnya
perkawinan adalah rukun dan syarat perkawinan y@a diajarkan oleh syariat
islam. Dari perkawinan tersebut tentunya antararsaspasangan melakukan
hubungan badan yang menyebabkan lahirnya anak kgrahri kedua orang tua
biologisnya. Jadi adalah tidak tepat jika ada paiman yang tak dicatatkan
namun ketika lahir seorang anak tapi si lelaki yangmpunyai andil dalam
menghamili pasangannya ia malah lepas dari tanggawgb untuk membiayai
kebutuhan hidup si anak. Juga tak adil bila ad& #adar dari perzinahan namun
si lelaki lepas tanggung jawab dalam membiayai degban si anak. Sungguh
malang nasib si ibu yang membiayai kehidupan sk &maena ayahnya lepas
tanggung jawab. Hingga lagi-lagi berujung perlingiaim dan pengayoman kepada
sang anaklah yang dijadikan argument oleh MahkarKamstitusi untuk

dinasabkan kepada sang ayah demi terpenuhinya tebutsi anak oleh sang

® www. Syari'ahwalisongo. ac .id dalam acara semin#tatus Anak Luar Nikah dan
Hak Keperdataannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ".Drs.
Ahmad Darodji, MA. 29 Juni 2014.

" op.cit, hal. 33.
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ayah. Hingga si anak tidak merasa didiskriminagiighn anak-anak yang lainnya
yang bisa membebani psikologis si anak.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyatakanp=figm perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yaedakih.” Dengan
berlakunya Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan, maka hékbnstitusional Pemohon
sebagai warga negara Indonesia yang dijamin olshlR28B ayat 1 dan ayat 2
serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 telah dirugikasaP2a8B ayat 1 UUD 1945
menyatakan: Setiap orang berhak membentuk keluatga melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang $aketentuan UUD 1945 ini melahirkan
norma konstitusi bahwa Pemohon yang merupakan wasgmra Indonesia
memiliki hak yang setara dengan warga negara Irsdlandéainnya dalam
membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinara tdip@dakan dan wajib
diperlakukan sama dihadapan hukum.

Sedangkan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakdiapSeak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembataylsmhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskrimindsiKetentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan
norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiblki &itas status hukumnya
dan diperlakukan sama di hadapan hukum. ArtinyaDW945 mengedepankan
norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siap&mpa diskriminatif.
Tetapi, UU Perkawinan berkata lain yang mengakdratRemohon dirugikan hak

konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapharhak melaksanakan

8 |bid,. hal. 104.
% Ibid,. hal. 103.
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perkawinan sepanjang itu sesuaidengan agama daerckgpannya masing-
masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakarkaginannya sesuai
dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islang seduai dengan rukun nikah
sebagaimana diajarkan oleh Islam. Bagaimana mungikima agama diredusir
oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah uligigak sah.

Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat 2 dan Pasalat3ldyU Perkawinan
menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusion@oRen dan anaknya yang
timbul berdasarkan Pasal 28B ayat 1 dan ayat 2 W43 serta Pasal 28D ayat 1
UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahdmadep pemikahan
sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagals@eraturan perundang-
undang, maka Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat Pdskhwinan mempunyai
kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenajxyata Sekalipun
sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesafahg cukup fundamental
karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yhauyr Pasal 28B ayat 1 dan
ayat 2 serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, sehinggainmbellkan kerugian
konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah ikamraterdahulu. Secara
spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnyagyaecara mutatis mutandis
mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutus pasal PBU-VIII/ 2010
tentang anak diluar nikah, berhak mendapat pengaltaagan ayah biologisnya
dan juga berhak mendapatkan waris yang sama besateygan anak-anak
lainnya, anak di luar nikah mendapatkan waris asallada pengulangan

perkawinan secara agama dan Negara. Ketentuan diarejkan di atas yang
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menjadi dasar untuk semua rakyat yang berlakudbrasia yang sah dan wajib

ditaati dan dilaksanakan.
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